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BUPATI LANGKAT,

‘babwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten

Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan

. Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka
perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

- Undang —~ Undang Nomeor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Kabupaten Langkat datam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);

Undang —~ Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambzhan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 %



" Menetapkan

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perl.lbahan_Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang ~ Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat I Langkat dari wilayah Kodya
Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II
Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan
batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
( Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran
Negara RI No 3323);

t0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

11,

12,

1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547,
scbagaimana telah divbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tshun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daersh Kabupaten

‘Langkat Tahun 2016 Nomor I, Tambahan Lembaran Daersh
- Kabupaten Langl;a! Nomor 29 );

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT '



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

Su s

00 =)

10.

1.
12.

13.
14,
- 15'_.
- ' ‘atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa
_dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang
16..
17,

18.

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Daerah. '
Bupati adalah Bupati Langkat.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.

. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Langkat.
Kepala Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

‘Renja adalab Rencana Kerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Langkat. _

‘Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan nama Desa
adalah kesatuan masyarakat bukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengatur kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam
sisten Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kcpala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat-perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atan disebut dengan lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsiPemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
‘Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya di sebut LPMD adalah lembaga

‘pembangunan.

Rencana Pembangt}nan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa

;dalah renI::cat_aa geglatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun,
encana Rerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa,adalah penjabaran dari

RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, o

Badan Usaha Milik Desz atau yang disingkat dengan nama BUMDes adalah Badan
Usaha yang sechiwnih ataun sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui

. penyertaan sccara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna

. mengelola asset,jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk besar besar nya kesejahteraan

' : Masyarakat Desa.

(1)
, " Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

_ Pasal 2

Dinas. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan



(2)

B

(4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten yang sebaga:mana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Dacrah yang berkedudukan di
bawah dan bestanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagaimana dimaksud pada

" ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang

N diberikan kepada Kabupa;en.

DPalam metaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menyelenggarakan fungsi :

. a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

' b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

' ¢c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

D

@

3)

@
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d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
¢. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya. '

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;
Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
Bidang Pemerintahan Desa; '
. Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

‘Sekretaris sebagaimana maksud pada Iayat (1) huruf b, membawahi;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;

B1dang pemberdayaan kelembagaan desa sebagaimana dimaksud

',_memba 3 g2 pada ayat (1) huruf c,
a. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong;

b.  Seksi Kelembagaan Desa dan I.embaga Adat.

Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa sebagaimana dimaksud
e 2 pada ayat (1) huruf
a.  Seksi Pemberdayaan BUMDes dan Pasar Desa;

. b, Seksi Prasarana dan Sarana Desa.

(5)

Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukinman sebagaimana
: dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawabhi:

a. Seksi Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa;

b. Seksi Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna.



| I(6). .Bi'dang' Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf f membawahi:
o zli. -Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- 'b. . Seksi Pemberdayaan Kekayaan Desa.

Pasal 4

1) Seksetari i i d 2) dipimpin olch seorang
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (
( ) Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
' - jawab kepada Kepala Dinas ;

) 'Bidang-bi i i 3 ayat (3), (4), (5) dan (6)
2) ‘Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pas.-':ﬂ
@ "rhésing—gmasing dipimpin oleh secorang chala Bidang yang dalam melaksanﬁax}
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui
Sekretaris;

3) Sub Bagi i i 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang
3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal '
' (, . 'Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
" bertanggung jawab kepada Sekretaris;

4} Seksi i i 5) dan (6) huruf a,b
(4) ‘Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Zf;ayat 3), @ .(

 dén c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
‘berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 5

" ‘Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama
Kepala Dinas

Pasal 6

- +3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
_ Desa;
I b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pembeordayaan Masyarakat dan
pemerintahan Desa; -
.. Mengkourdinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan
. Masyarakat Desa; '
'd." Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
.. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- €. Melaksanakan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- dan Desa; -
f. Menilai presiasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
. g Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi
+ ' Kelembagaan Desa;
‘h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan Pemetrintahan
. Desa, Lembaga Desa serta Lembaga lainnya di Desa;



i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong

© Toyong;
j. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Perekonomian Desa;
k. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di

" bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

| . Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan Pemberdayaan

~ Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
m. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan BUMDes, Usaha Ekonomi
" 'Desa dan Pasar Desa;

" n. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Pembenahan Lingkungan

' Pemukiman Desa;

" o. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan penggunaan dan pengkajian

Teknologi Tepat Guna;

p. merumuskan dan melaksanakan kebijakan memasyarakatkan dan pemberian

.. bantuan Teknologi Tepat Guna (TTGY);

| q. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi

' administrasi Desa;

' . melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan

- . pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- s. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa;

t. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan kekayaan
- desa; '
u. rnerumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan asset desa;

. v. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(M

w. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;
x. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan
- fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas . menyusun rencana kegiatan, melaksanakan,

- mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

N keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Q)

Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

- mempunyai fungsi:
.' 3. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan

)

pcricngkap_an untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
b. pqngkoordmasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingk‘u.ug,m
¢. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi atuan i
J Perangkat Daerah terkait; - ® de_ngan > we
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas i

tugas dan fangsinya, : ' e Sesual dengan

Sekretaris mempunyai rincian tugas :
;. menyulsun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
- menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuan : dan perlengkap
3 untnu;k me:.:;iukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lgglas, = -
¢. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan pro dan kegi ili
“ gk yus program giatan di lingkungan
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"d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah terkait;
mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
- menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya, dan;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian
kinerja;
_ pembinaan administrasi dan rumah tangga,
melakukan urusan ketatalaksanaan;
menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretartiat; .
menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
tahunnya; _
0. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku
. sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
. fungsinya. : :

o

@

-

Pasal 8

| .Kepalla Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
a.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana
operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian

kerja; .
menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;

. melaksanakan kebijakan perencanaan kegiatan Dinas;

menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip;
melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas;
melaksanakan urusan perlengkapan dan invetaris barang serta kebutuhan rumah tangga

" Dinas;

menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan Juklak teknis serta

. -bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai
keperluannya;

melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisasi Dinas Pemberdayaan

. Masyarakat dan Desa;

' mclz‘aksm;akag urusan Surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan dan
-pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sckretaris Dinas;

menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kepegawaian meliputi pen; ulan data
pegawai, pembuatan buku induk pegawai, rotasi dan mutasj pegawai; s

.. mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai;

menyusun dafiar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;

' melaksanakan pembinaan pengawnsan dan penegakan disiplin serta penilaian terhadap

bawahan; _

-memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap
© . tahuhnya; _
. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
E;lalfsanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
gsinya. :



Pasal 9

| Eepitgxsmcﬁauﬁiﬂa;: ?ﬁgng?gﬁcﬁm berdasarkan rencana operasional
b ;?e?mmsgfbﬂg: E;ﬁmszupilaﬁnmg;nm t?ﬁ dan fungsinya sebagai dasar penilaian
c. :(rf?n?mpkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta
d;' :i:&ﬁ;ﬁkx%ﬁgﬁi?ﬁl scrta. mengolah data dan bahan-bahan penyusunan

anggaran;

e. - menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan

f . melaksanakan perencanaan program ggaran,; .

‘g, melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta
menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

h. ‘menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk LKPJ;

memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP sctiap
. tahunnya; | ' .
:j-  membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai
. pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan, .

k. lr:ft:laksarm:l':an tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
. fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa

Pasal 16

(1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan tugas Pemberdayaan Kelembagaan Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
' emberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga
. adat;
- b.  pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- . pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Lembaga
Desa;
d. - pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi administrasi Lembaga Desa dan Lembaga
- Adat;
. .e. pelaksansan kebijakan dan facilitasi pembinaan dan peningkatan peran LKD;

£ pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
"' fungsinya.

Pasal 11
Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas:

- &' Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai
 pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugzs sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian
. Kinerja;

€. Melaksanakan kebijakan pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
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' Melaksanakan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Dess;

Melaksanakan kebijakan pembinaan peningkatan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;

*‘Melaksanakan kebijakan pembinaan adminstrasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;

Melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan.peran LKD,
Melaksanakan pembinaan monitoring, cvaluasi dan pengawasan terhadap

" perkembangan Lembaga Desa dan Lembaga Adat; .
- Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

Menyusum dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan

. Kelembagaan Desa;

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya; .
‘Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
| Pasal 12

Képa]a Seksi Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong mempunyai rincian tugas:

a.

a. .

po

o .

Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

- kinerja;

Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dan peran aktif lembaga desa serta

" lembaga etnis; .

Melaksanakan pendataan lembaga swadaya masyarakat desa;
' Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga desa serta lembaga etnis;

. Melaksankan kebijakan, peningkatan, keterampilan sumber daya manusia desa;
- Menyusun kebijakan penyelenggaraan gotong royong;

Memfasilitasi masyarakat dalam membangun desa secara swadaya dan gotong royong;
Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka
penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
;&;mberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
unnya;

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
‘dengan tugas dan fungsinya; '

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

- sesuai dengantugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala Seksi Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat mempunyai rincian tugas:
. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai

gdedogan gelaksanaan alpas;

endistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsin i ilai
i gas po gsmya sebagai dasar penilaian
Melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran aktif LKD;

:lhfl.'elaksanakan kebijakan pembinasn lembaga-lembaga adat dan perkumpulan adat
~ lainnya; . : '
‘Melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja

- LKD; :

ol R S

Menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian LKD;

' Melal;sanakan program orientasi LKD;
' Mela_k-sanakan lomba desa terbaik Kabupaten;
.Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka

- ‘penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
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- Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

tahunnya;

‘Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya; o
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

- sesuai dengantupgas dan fungsinya.

BNt

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakaq
pemberdayaan perckonomian desa dan kelurahan dan pemberdayaan Usahan Ekonomi

* sektor informal, pemanfaatan program bantuan Usaha Ekonomi sebagai usaha bersama
. dan upaya penanggulangan pengenatasan kemiskinan.

03

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai fungsi:

‘3. Pelaksansan penyusunan kebijakan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa,
- usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
b. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana Desa;
¢. Perumusan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha

 Ekonomi Desa dan Pasar Desa;

d. Perumusan kebijakan prasarana dan sarana Desa;

. ¢. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan Desa;

f. Pengkajian bersama. dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian
bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok

o masyarakat dan anggota masyarakat;

g: Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan
- lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;

'h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam Revitalisasi Lumbung Desa, Pasar

'Desa dan Badan Usaha Milik Desa;

'i. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan

kemiskinan;

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

- fungsinya.

| Pasal 15

. Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai rincian tugas:

A
b

c.

Merencanakan operacional bidang herdasaskan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas; - e

;lenc!isuibusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian
netja;

. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa,

Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan
Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana
dan sarana desa; '

~'Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfastan dan pelestarian Badan Usaha

Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
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a.

b.

| Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian prasarana dan

sarana desa;

‘Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

tahunnya; .
Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan

Perekonomian Desa;

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya; o
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

sesuai dengantugas dan fungsinya;
| Pasal 16

| Kepaia Seksi Pemberdayaan BUMDes dan Pasar Desa mempunyairincian tugas:

Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai
pedoman pelaksanaan tugas; : . .
Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian
kinerja; : -

‘Memfasilitasi pendirian BUMDes, UED dan pembentukan Pasar Desa;

- Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMDes, UED dan Pasar
- Desa; .

Melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian BUMDes, UED dan Pasar Desa;

- Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka

penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;
Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
‘tahunnya;

Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;

Meclaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

- dengan tugas dan fungsinya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

. _'_scspaidengantugasdanfungsinya;

Pasal 17

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai rincian tugas:

‘Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang scbagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas sesvai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

kinerja;

g Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana & sarana desa;

Melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian prasarana & sarana desa;

IMenyinpkan dota dan hakan yang berkonnan dongan Scksi tugasnya dalam rangka
‘penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;

Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
tahunnya;
Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Sub Bidang tugasnya;

. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

B Mcn){usun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan
- sesuaitugas dan fungsinya,
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. Bagian Kelima )
Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman

" Pasal18
Bidang‘ Pemberdayaan- Potensi Desadan Lingkungan Pemukiman mempunyal tugas

pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dalam pemberdayaan potensi desa,
TTG dan lingkungan pemukiman serta pengkajian Teknologi Tepat Guna sesuai

dcngan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas scbegeimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

 Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi:

" 3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil

" Desa;

| . Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan

B e A

F— R

.. Desa; : .
c. Per:;nusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi
Desa; )
‘Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan lingkungan pemukiman desa;
Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan desa pantai; o
Pengkajian terhadap Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan
Kebutuhan masyarakat;
Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam upaya pemanfaatan
" dan pengembangan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;
i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Pemberdayaan Potensi Desa dan
* Lingkungan Pemukiman;

~j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 19

| Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai

rincian tugas:

.

b

‘Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas,
Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

~ kinetja;

c.

‘Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan

data Profil Desa;

:Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan perencanaan

pembangunan Desa;

‘Merumuskan dan melaksanakan kebijakan facilitac remanfastan sumber pendapatan

dan potensi Desa;

‘Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan lingkungan pemukiman Desa;

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat

‘Guna (TTGY);
. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan desa pantai;
. Mempersiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa

‘dan Lingkungan Pemukiman;

-Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan skp setiap

tahunnya;
Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;

-Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi
. Desa & Lingkungan Pemukiman;
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" m. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

S N

‘dengan tugas dan fungsinya;

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan
sesuai dengantugas dan fungsinya;

Pasal 20

Kepﬂa Seksi Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa mempunyai rincian tugas:

a.,

"o .

TR e

—a

e

=

Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang scbagai

‘pedoman pelaksanaan tugas; . .
- Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

kinerja;

. Melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan data profil Desa;
. Melaksanakan kebijakan fasilitas penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa

- (Musrenbangdes);

‘Melaksanakan kebijakan fasilitasi penciptaan ketahanan pangan masyarakat;
Melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan Desa;
Melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan potensi Desa;

Memfasilitasi kerja sama desadengan pihak ketiga dalam upaya pemberdayaan sumber

- pendapatan dan potensi Desa;

Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pendapatan dan potensi desa;

- Melakukan pengelahan data profil Desa;

Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka
penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa &

' Lingkungan Pemukiman;

Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
tahunnya;

Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
denpan tugas dan fungsinya;

‘Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

sesuai dengantugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna mempunyai

rincian tugas:
2.  Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai
- pedoman pelaksanaan tugas;
b. gcm!istdbusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian
Kinerja; -
€. Melakukan inventarisasi rumah penduduk tidak layak huni;
d. ‘Memfasilitasi perhl:\mguna.nfpem\;’saran, renovasi rwnah di desa-d j
~ kumuh yang tidak layak huni; - TR pRaisl [ dem
¢.. Memfasilitasi pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan iman;
f. Melakukan inventarisasi dan identifikasi teknologi tepat guna (Posyaniek dan
. Wartekdes);
8. Memfasilitasi pemanfaatan dan pengembangan Posyantek dan Wartekdes;
h Melaksanakan kebijakan kerja sama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
1. Menghimpun dan menyebarluaskan informasi tentang pemasyarakatan dan
- pemanfaatan teknologi tepat guna;
. J- Mengkaji teknologi tepat guna yang telah dilaksanakan dengan mengadakan
' teknologi tepat guna; ' S e gelar
- k. Memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga tentang penggunaan dan pemasaran

- iteknologi tepat guna desa;
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.

' Melaksanakan kebijakan pemberian bantuan TTG di dess;

Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka
penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayasn Potensi Desa dan
Lingkungan Pemukiman;

Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap

tahunnya; _ _
Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya; '
Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengantugas dan fungsinya;

- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

. sesuai dengantugas dan fungsinya.

)

Bagian Keenam
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 22

Bidang Pemerintahan Desamempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan

. tugas dalam pemberdayaan pemerintahan desa.

e

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan

- Desa mempunyai fungsi:

d. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBD;

b. Penyusunan, pengolahan database penyelenggaraan administrasi Pemerintahan
Desa; ' '

Peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dan BPD;

Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian anggota BPD dan PAW

" anggota BPD; :

‘g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

b.
c.

. a4

fungsinya.

Pasal 23

| _Képala ﬁidémg Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas:
.+ Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai

pedoman pelaksanaan TU; '

- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBDes;

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Aparat Desa pada Pemerintahan
Desa; '
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan dan  supervisi
penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan

~ admimstrasi Pemetintahan Desa;

Merencanakan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak;

‘Merumuskan dan melaksanakan kebijakan database penyelenggaraan administrasi

Pemerintahan Desa;
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan, pemekaran, penggabungan

. dan penghapusan Desa;

E e

. Memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
- Mempersiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa.

tl:ldhembenkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
unnya;
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1,
m.
o

D

Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
‘Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa;

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan
sesuai dengantugas dan fungsinya;

Pasal 24

Kepﬁla Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas:

a,

i

e e e

o

Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian

. kinetja; :

Menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;

Melaksanakan kebijakan pembinaan aparat pemerintahan desa;

‘Melaksanakan kebijakah pembinaan adminisirasi pemerintahan desa;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan
Desa;

‘Melaksanakan kebijakan pembinaan penyusunan APBDes;

‘Melaksanakan kebtjakan pembinaan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBDes; ' .

Melaksanakan evaluasi serta pelapcran penyelenggaragn administrasi pemerintahan

" Desa; _
' 'Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

‘Meélaksanakan kebijakan pemberian bantuan dana pembangunan desa;

“Mengevaluasi dan memverifikasi SPJ yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian
‘bantuan desa;
- MELAKSANAKAN penetapan pedoman pemilihan anggota dan peranan BPD dalam

penyelengaraan pemerintahan desa;

Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan BPD;

. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka

penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;

_tl\;'Ihemberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap
-tahunnya;

Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

_Mmm dan menyampaikan laporan pelaksanasn tugas yang diberikan oleh atasan
- sesuai dengantugas dan fungsinya, _

Pasal 25

Kepala Seksi Pemberdayaan KekayaanDesa mempunyai rincian tugas;

. : 3

.

d.

e

Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai

. pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;

‘Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggalian, pengelolaagn dan pel i
.sumber-sumber kekayaan Desa: pene pees

Me}aksanakan pembinaan daa fasilitasi pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak
ketiga dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber Kekayaan Desa;
Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kekayaan Desa;
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- £ .'.Melaksanakan pembinzan dan fasilitasi terhadap penyusr.)tman dan penyampaian
" pelaporan serta pertanggung jawaban pengelolaan Kekayaan Desa;
g g)lecnyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka
- penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa; _
h. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam’ rangka pembuatan SKP setiap
© tahunnya; - _ _
'{. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya; -
j. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
" - dengan tugas dan fungsinya; o
k.  Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan
. sesuai dengantugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD langsung dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(2) Unit Pelaksaana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan scbagian tugas
" teknis operasinal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

(3) Pengaturan tentang UPT Dinas Pemberdaysan Masyarakat dan Desa , mengenai
 nomenklatur, jumiah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut
‘dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang ~undangan.

BABV
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan jabatan eselon II b atau
'~ jabatan pimpinan tinggi pratama;
(2) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , merupakan jabatan eselon Ifia;
_ atau jabatan asdministrator
(3) Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan jabatan
eselon HI b  atau jabatan administrator;

- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan
pengawas;
Pasal 28
Selam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
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Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedurketentuan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugaskantor
~ sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

) (3)_ Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumiah tenaga fungsionalyang diatur
. dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;

' (4) ‘Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga
- fungsional senior yangditunjuk oleh Kepala Dinas;

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
. (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Perundang-Undangan yang berlaku;

(N Pembinaan terhadap tenapa fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
- perundang-undangan. :

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1 'K:cpala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
' sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
~ Desa maupun dengan lembaga teknis lainnya.

@ Kepala Dinasdalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan
' yang ditetapkan oleh Bupati. '

-'(3.), Sctiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjan waji

). Setiap 1 _ nisas ya berkewajiban
mepimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk Jl:aagi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

. Pasal 31

1. Kepala Dinaswajib menyusun rencana strategi dengan mengacu
o Kabupatcn, menyusun  Akuntabilitas Kinerja If:;msi Pemerintah (J'S.IC.II)?:)ia mﬁw
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan
_P_enyelengga-raan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keteran:
| gerta:;gergtﬁawahan (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentéﬁ

2 .Setiap pimpinan unit/satuan organisasi i :
- ganisasi dalam lingkungan Dinas berda
. Masyarakat dan Desa berkewajiban: Pemberdayaan

‘2. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana i I
strategis Dinas

~+ Pomberdayaan Masya.rz!kat dan Desa dan Kelurahan, mempersiapl%la.n bahan

- penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIF), menyusun bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan
. ketentuan yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung
" jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil
. pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan
' ' pencapaian tujuan organisasi.

30 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan dievaluasi s:ebagai baban
" lapotan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebib lanjut.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

_ Semus kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati sclaku Pejabat Pembina Kepegawaian
* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

' (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 22
Tahun 2015 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarsakat
+. . danDesa Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2} 'Hal-hal yang belum diatur sepanjang peleksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan
' Keputusan Bupati,

| : | (3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan

'Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Dinas;

(4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peagundangan peraturan
’ini dengan penempatannya dalam berita Dacrah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal ¢ Desember 2016

BUPATI LANGKAT,
ttd

NGOGESA SITEPU

‘Diundangkan di Stabat
pada tanggal #% Desember 2016

| 'SE'KR'ETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

- ~ INDRA SALAHUDIN
- BERITA DAERAH KABHPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 55

Salinan sesuai de
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